
BUPATI LAMPUNG TENGAH 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH 
NOMOR \ \ TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 64 
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

a. bahwa dalarn rangka penyempumaan terhadap 
pengaturan hak keuangan dan administratif Pim}Jinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, perlu 
meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomot 07 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah; 

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut 
diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2017 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
I do esia Ta un 2004 No o 5 . ambahan Le baran 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6057); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322) ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Nomor 6); · 

11 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 07, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 64 TAHUN 
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, 
berikut: 

sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 

Pasal 12 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut 
(2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) 
tahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 
tahun; 

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) 
tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang 
dalam 1 (satu) tahun; dan 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah Lampung disediakan 1 (satu) 
pasang dalam 1 (satu) tahun, berupa pakaian jas resmi Lampung 
berikut kelengkapannya untuk Pria dan pakaian kebaya serta kain 
tapis dan selendang untuk Wanita. 

(3) Atribut pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Pin bukan 
Logam Emas yang diberikan setiap 5 (lima) tahun sekali. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas 
dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Bupati tersendiri. 

2 . Ketentuan Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) 
sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD 
yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, 
Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan 
DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat 
kelengkapan DPRD 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat 
kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan 
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(3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagai mana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit memenuhi persyaratan: 

a . Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan 
pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) 
dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata 
tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; 

b . Menguasai bidang yang diperlukan; dan 
c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD. 

(4) Besaran honorarium Kelompok Pakar / Tim Ahli/ Tenaga Ahli Alat 
kelengkapan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per 
bulan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. • 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah. 

Ditetapkan di Gunung Sugih 
pada tanggal ll\ Jaflua(i 2020 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO 

Diundangkan di Gunung Sugih 
pada tanggal 1..£\ JOJ\UO.\, 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 

~ 
ZULKIFLI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : \ I 


